
BUPATITANAHBUMBU,
a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Nomor

B/550/899/Dishub.LL.2/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022
Hal: Permohonan Biaya Konsumsi, untuk pengamanan jalur
longsor pada jalan Nasional;

b. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Nomor B/620/1983/DPUPR
BM.ljIXj2022 tanggal 28 September 2022 Hal: Keadaan
Mendesak Pembangunan Jalan Lingkar Kabupaten di Satui
Barat, dengan menggeser dana Belanja Tidak Terduga dan
beberapa dinas terkait;

c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pendapatan
Daerah Nomor B/973/ 1186/Bapenda-PP.l/X/2022 tanggal
4 Oktober 2022 Hal: Pergeseran Anggaran Kegiatan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran
Perubahan 2022;

d. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor
425/12501/Disdik-SK/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022
Hal: Permohonan Perubahan Uraian Belanja, untuk
penyesuaian uraian belanja pada program Pengelolaan
Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar sub
kegiatan Pembangunan Sarana, prasarana dan utilitas
sekolah;

e. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Nomor B/900/21330/DKPP-SET.2/IX/2022
tanggal 30 September 2022 Hal: Permohonan Pergeseran
Anggaran, dalam rangka penyesuaian uraian belanja pad a
beberapa Sub Kegiatan belanja;

f. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris DPRD Nomor
B/910/6741/SETWAN.FPP/X/2022 Hal: Permintaan
Pergeseran Anggaran, untuk penyesuaian uraian Belanja;
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g. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Nomor
B/900/8664/DPRKPP-KP.1/X/2022 Hal: Usulan
Pergeseran Anggaran, untuk Penyesuaian Belanja dalam
rangka Pembuatan Dokumen Izin Lingkungan Kawasan
Kumuh dan Pembuatan ReviewDokumen RP3KP;

h. bahwa berdasarkan Surat Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Nomor B/900/8587/Pol
PP-Damkar-S2/X/2022 Hal: Pergeseran Gaji PNS Satpol PP
dan Damkar Tahun 2022, dimana perlu menyesuian pada
kode rekening belanja tunjangan PPh Pasal 21;

1. Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Nomor B/900 /7466/DP3AP2KB-Set.2/X/2022
tanggal 4 Oktober 2022 Hal: Pergeseran Anggaran, dimana
perlu dilakukan penyesuaian belanja pada sub kegiatan
Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana
kader ketabanan dan kesejahteraan keluarga;

g. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f,
huruf g, huruf h dan huruf i perlu menetapkan Peraturan
Bupati ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tanah Bumbu Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Perubaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tabun Anggaran 2022;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telab diubab dengan Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintab Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) darr/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telab
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintab Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
darr/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membabayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas

Mengingat



Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan an tara
Pemerintah Pusat dengan Permerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Permerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

25. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);

26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 ten tang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 5);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2021 Nomor 13);



1. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV
diubah, sehingga Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran
II dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu
Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2022 Nomor 80) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 94
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80
Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, diubah
sebagai berikut:

Pasal I

Menetapkan: PERATURANBUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURANBUPATITANAHBUMBUNOMOR80 TAHUN2022
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

MEMUTUSKAN:

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 9 Tahun 2022
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 9);

33. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

34. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 94
Tahun 2022 ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022);



BERITADAERAHKABUPATENTANAHBUMBUTAHUN2022 NOMOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 13 Oktober 2022

SEKRET H KABUPATENTANAHBUMBU,

H. M. ZAIRULLAHAZHAR

Ditetap n di Batulicin
padatan 2022

BUPATIT NAHBUMBU,

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal II

Perubahan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1 khusus Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan, Inspektorat Daerah, Dinas
Perhubungan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Badan Pendapatan Daerah, Sekretariat
DPRD.

Pasa13B

2. Diantara ketentuan Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan satu
Pasal baru yakni Pasal 3B, sehingga Pasal 3B berbunyi sebagai
berikut:


